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GORONTALO - Kinerja
Badan Pemeriksan Keungan
Republik Indonesia (BPK RI)
maupun Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembanguan
(BPKP) kembali mendapat
sorotan dan kalangan praktisi
hukum di Provinsi
Gorontalo. Pasalnya, kedua
institusi tersebut dituding
mengabaikan prosedur dalam
hal penentuan kerugian
negara dalam satu perkara
korupsi yang ditangani oleh
para penegak hukum.

Seperti yang diungkapkan
oleh Ketua Perhimpunan
Advokad Indinosia (Peradi)
Gorontalo Ismail Pelu SH,
bahwa pihak BPK RI
maupun BPKP dalam hal
menentukan kerugian negara
telah mengabaikan prosedur
dan mekanisme yang diatur
oleh Undang-Undang.
Padahal kata Ismail Pelu,
untuk menentukan kerugian
negara perlu dilakukan lewat
audit investigasi dan audit
forensik. Hal ini agar dapat

ditemukan kebenaran mate-
rial serta mengetahui adanya
kerugian negara. “Yang
selalu terjadi selama ini
dalam penentuan kerugian
negara dilakukan dengan
metode atau cara
Penghitungan Kerugian
Negara (PKN). Disisi lain
mekanisme PKN tidak
menggunakan standar audit
yang berlaku. Sehingga
secara empiris hal ini bukan
masuk dalam kategori
audit,”kata Ismail Pelu.

Lanjut kata Ismail Pelu, BPK
ataupun BPKP perlu
memahami dengan baik
tentang metode penentuan
kerugian negara. Sebab saat

ini masih adanya
kesalahpahaman para praktisi
hukum/penegak hukum

tentang jenis audit tersebut.

“Perlu dipahami bahwa au-
dit itu adalah bentuk
pemeriksaan yang
menggunakan standar audit
berlaku  yakni  audit
investigasi atau forensik.

isorot

Sedangankan PKN itu bukan
kategori pemeriksaan serta
tidak menggunakan st-ndar
audit. Ini perlu ada
pencerahan ke publik agar
tidak akan terjadi salah kaprah
dan penzoliman terhadap or-
ang lain,”tandas Ismail Pelu
sembari menambahkan, bahwa
metode penentuan kerugian
negara ini secara Yuridis diatur
dalam UU No. 15 tahun 2004

tentang Pemeriksaan
Pengelolaan Keuangan
Negara.(jpnn)











